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SALINAN

BUPATI SUBANG
PROVINSI JAWA BARAT
PERATURAN BUPATI SUBANG
NOMOR 44 TAHUN 2021

TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH

KABUPATEN SUBANG TAHUN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

a.

1.

BUPATI SUBANG,

bahwa dalam upaya melaksanakan pembangunan
yang berkesinambungan, terarah, terpadu serta
dapat memenuhi tuntutan kebutuhan masyarakat
sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2018-2023
maka diperlukan Rencana Pembangunan Tahunan
berupa Rencana kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Subang Tahun 2022;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a di atas, dipandang perlu
menetapkan Peraturan Bupati Subang tentang
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten
Subang Tahun 2022.

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam
Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 1950), sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun
1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta
dan Kabupaten Subang, dengan mengubah Undang-
Undang Nomor 14 tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam
Lingkungan Provinsi Jawa Barat, (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 2851);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);



Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang
Sistem  Perencanaan Pembangunan  Nasional
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4421);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5679);

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang
Penetapan Peraturan pemerintah Pengganti Undang-
Undang nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan
Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan
untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease
2019 (Covid-19) dan/atau Dalam  Rangka
Menghadapi Ancaman yang Membahayakan
Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem
Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6516);

Peraturan pemerintah Nomor 12 Tahun 2019
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6322);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang
Tahapan Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan
Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4817);

Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010
tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 201C
Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5103);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016
tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5888);



10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017
tentang Pembinaan - dan Pengawasan
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6041);

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang
Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6322);

Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019
tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);

Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional
Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun
2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan
keuangan Daerah (Berita Negara Tahun 2020 Nomor
1781);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun
2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian
dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara
Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah,
serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja
Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 517);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun
2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor
1540);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun
2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan

Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2019 Nomor 1114);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun



20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

2019 tentang  Klasifikasi, @ Kodefikasi, Dan
Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan
Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2019 Nomor 1447);

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia
Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan
Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan
Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 326);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia
Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan
Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)
di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun
2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan
Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2020 Nomor 1781);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun
2021 tentang Penyusunan Rencana  Kerja
Pemerintah Daerah Tahun 2022 (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 496);

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9
Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang (RPJP) Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun
2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat
Tahun 2008 Nomor 2 Seri E, Tambahan Lembaran
Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 45) sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 7
Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas
Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9
Tahun 2008 Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-202E&
(Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019
Nomor 7 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah
Provinsi Jawa Barat Nomor 236);

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 22
Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah
Provinsi Jawa Barat Tahun 2009-2029 (Lembaran
Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2010 Nomor 22
Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa
Barat Nomor 88);

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8
Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-
2023 (Lembaran Daaerah Provinsi Jawa Barat Tahun
2019 Nomor 8 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah



Menetapkan

27.

28.

29.

30.

Provinsi Jawa Barat Nomor 237);

Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 12
Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Subang Tahun
2005 - 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Subang
Tahun 2008 Nomor 4 Seri E, Tambahan Lembaran
Daerah Kabupaten Subang Nomor 12);

Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 3
Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah
Kabupaten Subang Tahun 2011-2031 (Lembaran
Daerah Kabupaten Subang Tahun 2014 Nomor 3);

Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 4
Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Subang
Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten
Subang Tahun 2019 Nomor 4).

Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 7
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah Kabupaten Subang, sebagaimana
telah diubah beberapakali terakhir dengan
Peraturan daerah kabupaten Subang Nomor 1
Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas
Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 7
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah Kabupaten Subang.

MEMUTUSKAN :

PERATURAN BUPATI SUBANG TENTANG RENCANA
KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SUBANG

TAHUN 2022
BAB 1
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Subang.

2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai

unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang
memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang
menjadi kewenangan Daerah otonom.

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah
Kabupaten Subang yang selanjutnya disingkat RPJP
Daerah atau RPJPD adalah dokumen Perencanaan
Pembangunan Daerah Kabupaten Subang untuk



10.

11.

Periode 20 (dua puluh) Tahun terhitung sejak Tahun
2005 sampai dengan Tahun 2025 yang memuat Visi,
Misi, dan Arah Pembangunan Jangka Panjang
Kabupaten Subang.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Kabupaten Subang yang selanjutnya disebut RPJM
Daerah atau RPJMD adalah dokumen Perencanaan
Pembangunan Daerah Kabupaten Subang untuk
periode S (lima) Tahun yang merupakan penjabaran
Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dengan
berpedoman pada RPJP Daerah dan memperhatikan
RPJM Provinsi Jawa Barat dan RPJM Nasional.
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten
Subang yang selanjutnya disingkat RKPD adalah
Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang merupakan
dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah
Kabupaten Subang untuk Periode 1 (satu) Tahun
yang digunakan sebagai Pedoman Penyusunan
Kebijakan Umum APBD Kabupaten Subang.

Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang
diinginkan pada akhir periode perencanaan.

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya
yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
Arah Pembangunan adalah tujuan dan cita-cita yang
dikehendaki dalam pembangunan daerah.

Strategi Pembangunan adalah cara untuk mencapai
tujuan dan cita-cita yang dikehendaki dalam
pembangunan daerah.

Kebijakan adalah tindakan yang diambil oleh
Pemerintah Daerah untuk mencapai tujuan.

Program adalah penjabaran kebijakan dalambentuk
upaya yang berisi satu atau lebih unit kerja pada
Perangkat Daerah (PD) sebagai bagiandari
pencapaian sasaran terukur padasuatu program dan
terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan
sumberdaya, baik berupa personal, barang modal
termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau
kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis
sumberdaya, sebagai masukan (input) untuk
menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk
barang atau jasa.



BAB II
RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH

Pasal 2

RKPD merupakan :

(1)

(2)

Penjabaran dari Peraturan Daerah Kabupaten
Subang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD)
Kabupaten Subang Tahun 2005-2025 dan
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
(RPJMD) Kabupaten Subang Tahun 2018-2023
dengan memperhatikan Rencana Strategis dan
Rencana Kerja Perangkat daerah (PD) di
lingkungan Pemerintah Kabupaten Subang serta
menyerap aspirasi masyarakat dalam Forum
Musrenbang Tingkat Desa, Kecamatan dan
Kabupaten,;

Dokumen perencanaan daerah yang memberikan

arah sekaligus acuan bagi seluruh komponen
pelaku pembangunan daerah dalam mewujudkan
pembangunan daerah yang berkesinambungan.

BAB III
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 3

Maksud dan tujuan penetapan RKPD ada}ah untuk
menetapkan dokumen perencanaan sebagai pedoman
dalam :

1.

2.

Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah dan
Perencanaan Penganggaran.

Mewujudkan perencanaan pembangunan daerah
yang strategis dan terpadu antara perencanaan
pembangunan nasional, provinsi dan kabupaten.



BAB IV
SISTEMATIKA PENYUSUNAN

Pasal 4

Sistematika RKPD terdiri dari :

Lampiran memuat antara lain Sistematika RKPD
sebagaimana dimaksud Peraturan ini meliputi :

BAB
BAB
BAB

BAB

BAB

BAB

BAB

I
II
II1

v

VII

PENDAHULUAN
GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN
KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH

SASARAN DAN PRIORITAS
PEMBANGUNAN DAERAH

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN
DAERAH

KINERJA PENYELENGGARAAN
PEMERINTAH DAERAH

PENUTUP

Pasal 5

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4
merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam
Peraturan ini.



BAB V
PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 6

(1) Pemerintah Daerah melakukan pengendalian dan evaluasi
terhadap pelaksanaan RKPD;

(2) Tata cara pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RKPD
mengacu pada peraturan perundang-undangan yang
berlaku.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya
dalam Berita Daerah Kabupaten Subang.

Ditetapkan di Subang
pada tanggal1 3 Jul i

BUPATI SUBANG,

tt

RUHIMAT

Diundangkan di Subang
pada tanggall1 3 Jul i

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUBANG,
ttd
ASEP NURONI

BERITA DAERAH KABUPATEN SUBANG TAHUN 2021 NOMOR :

Salinan sesuai dengan aslinya
{ PALA BAGIAN HUhUM
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